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Abstract. Decision Number 668/Pid.Sus/2020/PN Tijk is an example of a car
embezzlement case that was credited from PT. U FINANCE INDONESIA criminal
liability in the credit agreement is imposed on the party who deliberately takes the
action as described in Article 372 of the Criminal Code. The purpose of this study is
to understand criminal responsibility for the perpetrators of embezzlement of leasing
cars related to article 372 of the Criminal Code concerning embezzlement and the
prevention of perpetrators of embezzlement of leasing cars associated with article 372
of the Criminal Code concerning embezzlement. To achieve this goal, it is carried out
using normative juridical methods, descriptive analysis data collection techniques,
literature studies using secondary data, and normative analysis. Based on the results
of this study, it can be concluded that an act against the law can be said to be
embezzlement if it fulfills the elements of Article 372 of the Criminal Code, namely
whoever, intentionally, against the right/against the law takes something that wholly
or partly belongs to another person, who is in his power not because of the crime. The
application of criminal law is one of the efforts to overcome crime. Crime prevention
efforts need to be taken with a policy approach, namely a combination of crime
prevention efforts with penalties (after it occurs) and (before it occurs). Criminal
tackling or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal
efforts are repressive efforts (suppression/eradication/suppression) after a crime has
occurred, while non-penal efforts are crime prevention efforts that focus more on
efforts to prevent crime. efforts that are preventive in nature
(prevention/deterrence/control) before the crime occurs.
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Abstrak. Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Tjk merupakan contoh kasus
penggelapan mobil yang dikredit dari PT. U FINANCE INDONESIA maka
Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang
dengan sengeja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP.
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pertanggung jawaban pidana terhadap
pelaku penggelapan mobil leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang
penggelepan dan penanggulangan terhadap pelaku penggelapan mobil leasing
dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Untuk mencapai tujuan
tersebut dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, teknik
pengumpulan data deskriptif analisis, studi kepustakaan yang menggunakan data
sekunder, serta analisis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa, perbuatan melawan hukum dapat dikatakan sebagai penggelapan apabila
memenuhi unsur Pasal 372 KUHP yaitu barang siapa, dengan sengaja, melawan
hak/melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan.
Penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan.
Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan, yaitu
perpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal (sesudah terjadi)
dan (sebelum terjadi). Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi
menjadi upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya—upaya yang
sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi,
sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih
menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Kata Kunci: Penggelapan, Leasing, Tindak Pidana..
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A Pendahuluan

Tindak Pidana Penggelapan (verduistering) diatur di dalam Buku Kedua Bab XXIV KUHP dari
Pasal 372 sampai dengan Pasal 377. Tindak Pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372
KUHP, yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat baik dari lapisan bawah sampai
lapisan atas dapat melakukan tindak pidana tersebut yang awalnya dari suatu kepercayaan dari
orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena hilangnya sifat kejujuran dari pelaku tindak
pidana tersebut. Tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang
berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362.
Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki orang itu msih belum berada
ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya
barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP tindak
pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan
dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana
penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh
wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Jika ditelaah lebih lanjut penggelapan terdiri dari unsur - unsur subjektif dan obyektif.
Objektifnya meliputi perbuatan memiliki (zicht toe.igenen); sesuatu benda (eenig goed); yang
sebagian atau seluruhnya milik orang lain; yang berada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan; dan unsur-unsur Subjektifnya meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk);
dan penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk).

Setiap perusahaan pada kodratnya selalu terlibat dalam penjualan barang maupun jasa.
Sementara sistem penjualan pada saat ini semakin berkembang tidak hanya penjualan secara
tunai tetapi juga penjualan sacara kredit yang saat ini diminati oleh masyarakat. Fenomena yang
terjadi saat ini adalah kemudahan untuk membeli mobil dengan jalur kredit. Hal itu dapat dilihat
dengan padatnya jalan raya oleh kendaraan bermotor khusunya mobil dan iklan-iklan dealer
penjualan mobil yang memberikan kemudahan pembelian melalui jalur kredit dengan syarat
yang sederhana.

Kebutuhan sehari-hari kian meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin
meluas di tengah-tengah masyarakat, tidak jarang untuk pembelinya membeli barang dengan
menggunakan sistem leasing, yaitu suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang
yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan dengan cara berangsur-angsur sesuai
dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).
Terjadinya transaksi dalam leasing disebabkan karena tidak cukupnya dana konsumen untuk
membeli barang, sehingga menghubungi pihak leasing untuk membiayainya.

Pertanggungjawaban pidana dalam perjanjian kredit dikenakan pada pihak yang dengan
sengeja melakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 372 KUHP. Unsur
penggelapan pada Pasal 372 KUHP anatarlain: Pertama, unsur subyektif : dengan sengaja;
Kedua, unsur obyektif, yang terdiri lagi dari (1). menguasai secara melawan hukum. (2). suatu
benda. (3). sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. (4). berada padanya bukan karena
kejahatan.

Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2020/PN Tjk merupakan contoh kasus pnggelapan mobil
yang dikredit dari PT. U FINANCE INDONESIA, Kasus tersebut terjadi di Kota Bandar
Lampung, Terdakwa yang bernama MUJIATI Alias TIA MUJIATI Binti TARNO terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemberi Fidusia menggadaikan
benda yang menjadi objek jaminan Fidusia sebagaimana pada Pasal 23 ayat (2) yaitu dilakukan
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,

Terdakwa diadili tindak pidana pada tanggal Kamis, 6 Agustus 2020. Menurut
Terdakwa beralasan bahwa ternyata mobil tersebut sudah dipindahtangankan dan tidak
diketahui dimana keberadaannya, Menurut Terdakwa, sebelum kasus itu berlanjut ke
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persidangan, pihaknya sudah menempuh jalur kekeluargaan. Namun, terdakwa tidak ada iktikad
baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak
Pidana pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan menyatakan
pidanaterhadap Mujiati alias Tia Mujiati Binti Tarno dengan penjara 1 Tahun dan 4 Bulan serta
Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut : Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
penggelapan mobil leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan? dan
Bagaimanakah penanggulangan terhadap pelaku penggelapan mobil leasing dihubungkan
dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil
leasing dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

2. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap pelaku penggelapan mobil leasing
dihubungkan dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,
karena secara yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-
aturan hukum yang berhubungan dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Spesifikasi penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode deskriftif analisis,
yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikaitkan dengan
gambaran teori hukum dan praktik hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya
akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi dan sistematis
mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan Pertanggung jawaban pelaku terhadap
penggelapan mobil Leasing.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk membuat kesimpulan dari
semua data-data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian dalam skripsi ini yaitu
dengan cara Studi Kepustakaan dan Wawancara. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan
data skripsi ini dengan cara Studi Kepustakaan dan Wawancara. Di dalam teknik pengumpulan
data tersebut peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah diperoleh dari semua
kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui Studi Kepustakaan maupun Wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing
Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan
Pasal 372 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana
penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dapat
diuraikan dengan unsur-unsur Pasal 372 KUHP
1. Barang Siapa. Yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah orang atau pribadi
yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek
pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam kasus yang dijelaskan dalam BAB ll1, yang
dimaksud dengan “barang siapa” dalam kasus tersebut adalah Miko.
2. Dengan sengaja. Menurut PAF. Lamintang, dalam tindak pidana penggelapan, agar
seseorang dapat melakukan perbuatan penggelapan, pelaku harus memiliki syarat-syarat:
o “mengetahui” bahwa objek tersebut berada padanya bukan karena tindak kejahatan
o Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda dengan
cara melawan hukum
o Pelaku “mengetahui” bahwa objek atau benda tersebut sebagian atau keseluruhannya
merupakan kepemilikan dari orang lain
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o Pelaku “mengetahui” yang kuasai itu adalah sebuah benda.

o Jika "pengetahuan™ dibarengi dengan "kemauan" itu terbukti, maka pelaku tindak pidana
tersebut telah memenuhi unsur "kesengajaan” dimana yang mana terkandung dalam
unsur pidana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Dalam hal ini Miko mengetahui dimana letak mobil dan dengan kemauan Miko sendiri
untuk mengambil mobil tersebut.

1. Melawan hak/hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah
kepunyaan orang lain. Dalam kasus ini Miko mengambil mobil milik Tia Mujiati dan
akan mengembalikan mobil tersebut mengembalikannya kepada PT. U FINANCE
INDONESIA Cabang Lampung namun faktanya mobil tersebut tidak dikembalikan oleh
Miko kepada PT. U FINANCE INDONESIA Cabang Lampung dan sekarang Miko
beserta mobil milik Tia Mujiati tidak diketahui keberadaanya.

2. Yangadadalam kuasanya bukan karena kejahatan. Dalam kasus yang terdapat pada BAB
111 Miko datang mengambil kendaraan mobil merk Honda Mobilio, warna putih, tahun
2018, Nomor Polisi BE 1326 YF atas nama Tia Mujiati yang oleh pemiliknya (Tia
Mujiati) gadaikan kepada MANSUR pada 8 September 2018, dengan menyerahkan uang
sejumlah Rp.30.000.000,- kepada Mansyur sebagai tebusan gadai mobil tersebut.

Miko mengambil mobil tersebut karena Tia Mujiati bercerita tidak sanggup untuk
menebus mobil tersebut, kemudian Miko menawarkan diri untuk mengurus mobil tersebut dan
akan mengembalikan mobil tersebut ke pihak Leasing. Setelah beberapa hari kemudian, Miko
menghubungi Tia Mujiati melalui telepon bahwa ia sudah mengambil mobil tersebut dari
Mansur dan akan mengembalikannya kepada PT. U FINANCE INDONESIA Cabang Lampung
namun faktanya hingga saat itu mobil tersebut masih ada pada Miko, dan sekarang Miko tidak
diketahui keberadaannya. Hal ini menjelaskan bahwa Miko mengambil barang milik orang lain
yang mana barang tersebut ada ditangan Miko bukan karena suatu kejahatan. Dalam KUHP,
terdapat beberapa jenis tindak penggelapan, yaitu:

1. Penggelapan biasa: penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP:

2. Penggelapan Ringan: penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan temak dan
harganya tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp.25. (Pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan dengan Pemberatan: penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
memperoleh suatu objek itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau
karena seseorang tersebut memperoleh keuntungan tertentu (Pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga: tindak pidana penipuan yang dapat diberikan
contoh seperti seseorang yang terpaksa diberikan sesuatu untuk dititipkan oleh
pengampu, wali, pelaksana atau pengurus surat berharga, surat wasiat, pengurus yayasan
atau lembaga sosial, terhadap sesuatu objek yang dimilikinya. (Pasal 375 KUHP).
Kasus penggelapan mobil leasing yang dilakukan oleh Miko termasuk ke dalam tindak

pidana penggelapan biasa seperti yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP, karena Miko
melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan sengaja dan bukan karena suatu
kejahatan.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Miko dapat dipertanggung jawabkan
secara pidana karena memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab. Miko memiliki kemampuan bertanggung jawab karena
Miko sempurna/sehat secara akal ataupun jiwa, dalam arti lain Miko sudah cakap secara
hukum.

2. Kesalahan dalam arti luas sengaja/atau kealpaan. Miko melakukan perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang secara sadar dari kehendaknya tersebut. Dalam kasus
penggelapan mobil leasing, miko melakukan kesalahan dengan membawa kabur mobil
leasing tersebut yang seharusnya ia kembalikan ke pemiliknya atau kepada PT. U
FINANCE INDONESIA Cabang Lampung.

3. Tidak ada alasan pemaaf, berarti tidak ada alasan penghapus pidana bagi Miko,
Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal
51 KUHP.

Dari uraian tersebut dapat dianalisa bahwa Miko dalam melakukan tindakannya tidak
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ada alasan pemaaf, karena Miko telah cakap hukum dan dalam keadaan akal dan jiwa yang
sempurna, bukan dalam keadaan terpaksa dan membela diri, juga bukan dalam perintah jabatan
dan melaksanakan undang-undang. Maka miko dapat dimintai pertanggung jawaban pidana
berdasarkan kepada Pasal 372 KUHP.

Analisis Penanggulangan Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing

Upaya penanggulangan pidana atau kebiajakan kriminal menurut Marc Ancel dibagi menjadi
dua, yaitu upaya penal dan upaya non-penal, upaya penal adalah upaya—upaya yang sifatnya
repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi, sedangkan upaya
non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-
upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan
tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif
penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan fakta tindak pidana penggelapan mobil leasing upaya penanggulangan
pidana dalam hal ini dapat ditempuh dengan upaya penal, yang dilakukan menggunakan
tindakan repressive dimana tindakan yang dilakukan memiliki tujuan untuk memberantas agar
hal seperti ini tidak terjadi lagi dan para pelaku tindak pidana akan berfikir berkali-kali untuk
melakukan perbuatan yang melawan hukum.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan
(criminal policy) sebagai berikut:

1. penerapan hukum pidana (criminal law application);

2. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan;

3. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media
massa (influencing view society on crime and punishment/ mass media)

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana
(criminal law application) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang cocok
dengan pelaku penggelepan mobil leasing dengan berlandaskan Pasal 372 KUHP. Artinya,
terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat
keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-
penal”.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaikbaiknya harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

Sistem dan operasi Kepolisian yang baik

Peradilan yang efektif

Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa

Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan

Pembinaan organisasi kemasyarakatan

Upaya-upaya yang disebutkan diatas merupakan usaha penanggulangan kejahatan
sebagaimana tersebut di atas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh
polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

NookrwhpE

D. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian
sebagai berikut:

1. Dalam kasus penggelapan mobil leasing yang dilakukan oleh Miko, Miko mengambil
mobil tersebut karena Tia Mujiati (pemilik mobil) bercerita tidak sanggup untuk
menebus gadai mobil tersebut, kemudian Miko menawarkan diri untuk mengurus mobil
tersebut dan akan mengembalikan mobil tersebut ke pihak Leasing. Setelah beberapa
hari kemudian, Miko menghubungi Tia Mujiati melalui telepon bahwa ia sudah
mengambil mobil tersebut dari Mansur dan akan mengembalikannya kepada PT. U
FINANCE INDONESIA Cabang Lampung namun faktanya hingga saat itu mobil
tersebut masih ada pada Miko, dan sekarang Miko tidak diketahui keberadaannya. Kasus
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penggelapan maobil leasing yang dilakukan oleh Miko termasuk ke dalam tindak pidana
penggelapan biasa seperti yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP, karena Miko
melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dengan sengaja dan bukan karena suatu
kejahatan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Miko dapat dipertanggung
jawabkan secara pidana karena memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana
berdasarkan Pasal 372 KUHP.

2. Penanggulangan pidana atau kebijakan kriminal dibagi menjadi upaya penal dan upaya
non-penal, upaya penal adalah upaya-upaya vyang sifatnya repressive
(penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahat terjadi, sedangkan upaya
non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada
upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum
kejahatan tersebut terjadi. Penerapan hukum pidana (criminal law application)
merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan
kejahatan perlu ditempuh dengan pedekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan
(integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan
(integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.
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